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Kf,ruTUSAN Mf,Nl'ERI PIRENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PEXXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMORKf,P. 11 /M.PPII/HK/O'I /2OIO
TENTANG

PEA?IBINTTIXAN TIM Pf,NGARAH rusAT DAN TIM TEKNIS PUSAT
Pf,NGf,LOI.AAN KOORDINASI PROGRAM ruRJASAMA Pf,MIRINTAH RI DAN UNTPA

SIKLUS Kf, .7 (P[RJOD[ 2006-20IO) Pf,LAKSANAAN TAHUN 201O

MINTERI PIRINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
Kf,PALA BADAN PERI]NCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAI,

Meninrbalrg

Mengintat

a

b

c,

1

bahwa dalanr rangka pcningkatah kontponen kes€hatan
reprcduksi, strategi kependudukan dan pentbangunan (pDS), dan
gellder tclah disusun Prol;ranr Keiasanla Xehrjuh anlara
Pemerintah Indonesia darr Lhited Nations populatiott Fuud
(LINfPA);

bahwa beldaMrkln pertinrbangan seba3ainmna dimaksud dalant
huruf a, perlu mehrbentuk Tim Pelularah pusat dan Tim Tek[is
Pusat Pcntclolaan Koordinasi Pr.ogranl Kerjasanta pemerintah RI
dan UNfl'A Siklus Ke-7 (Periode 2006-2010) pelaksanaan Tahun
2010;

bahwa pejabat dan pegawai yaru. nantanya tercantum dalam
Lanlpiran Keputusan ini dianggap nrantprr dan nremenuhi

Frsyaratan untuk duduk dan nrelaksanak n tugas sebagai an:gota
Turr PenSarah Pusat dan Tinl Teknis Pusat ttngelolaafl Koordirlasi
Pro8ram Kerjasama Pemerilltah Rt dan LINFPA Siklus Ke-7 (perirxle
2006-20 10) Pelaksanaan Tahun 20 I 0;

Und4ng-Undang Nomor 47 lahurl 2OO9 tentang An:garan
Perldapatan dan tlelanja Negar.a Tahun Anggaran 20lO (kmbarafl
Ne8ara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Norltor 156, Taitbahan
Lemba[an Ne8ara Repulrlik Indorlesia ^-onlor 5075);

Kepuiusan Presiden n_omor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan

Anlgaran Pendapafan dan Belanja Negara (lfmbaran r'-egam
Republik lndonesia Tahun 2OO2 Nontor 7:1. Tanrbahall Lembaran
Nega|a Rcpublik Indoresia Nontor' 4212) sebagainuna telah
bebcrapa kdli diLrbah, telakhir.dengah Keputusan Preside Nonror
72'l'alrun 2004 (lf,mbaran NeSara Rcpublik lndonesia Tahun 2004
Nolnor 92, Tambahan Lembararl Negara Republik Indonesia Nontor
44r 13);

3. Peraturan ...



ll Peraturan Prcsiden Nomor 9 Tahun 2005 tentanS Kedudukan,

Tugas, fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Ke4a Kementerian

Negara Republik Indonesia sebagainuna telah beberapa kali
diubah, terakhir denSan Peratumn hesiden Nonrcr 20 Tahun
2008;

Peratur&n Presiden Nomor 82 Tahu[ 2007
Percncanaan PemtanSunan Nasional;

tcntanS Badan

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bada,n Peter.canaan Penrbangunan Nasional
Nonror PER.004/M.PPN / Og / 2OO7 tentarg Pedoman Peh]rusuhan

Rencana Ansgaran dan Biaya (RAB) KeSiatan di Kementerian

Ne:iara Per€ncanaan PembanSunan N4sional/tsadan Perencanaan

PembanSunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir denSan Peraturan Menteri NeSara Pere[canaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanguflan

Nasional Nomor P8R.003,/M.PPN/09/2008;

Peraturan Me[teri Negara Per€ncanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Pereflcanaan PembanSunan Nasional

Nonlor PER. 005/M.PPN/ 10/2007 tentaflS orBanisasi dan T^ta
Kerja Kementerian Ne8ara Perencanaan PembanSunan

Nasional/Badan Per€flcanaafl Penbansuna Nasioral;

MEMUTUSK N:

KXruTUSAN Mf,NIIRI Pf,RENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANC PEMBENTIJXAN TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM
TEKNIS ruSAT PENGELOLAAN KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA

Pf,MERINTA}I RI DAN UNTPA SIIGUS KE-7 (PERIODE 2006.2010)
PELAKSANAAN TAHUN 20TO.

Merhbefltuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat PenSelolaan

Kcrcrdinasi Prosram Kerjasma Pemerintah RI dan UNfPA Siklus Ke-7
(Periode 2006-2010) PelakJanaan Tah]ul/. 2o1o, untuk selanjutnya
disebut Tim UNFPA, denSan susuran keanggotaan sebaSainuna

lercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

'fift ITNFPA terdiri atas PenanSSunS Jawab, Tim Pengarah Pusat dan Tift
Tcknis Pusat.

Tim Teknis Pusat terdiri atas Tim Koordihasi Liflfas sektor dan Tim
Koordinasi lntemal Bappenas.

Tim Pe8arah Pusat berluSas :

a. nlenentukan kebijakan dar pelaksan&rn proSranl;

(i

Nlenetapkan

PERTAMA

KEt)I ]A

KI'IICA

KEEMPAl'

b nrencntukan



KELIN1A

KEENAM

K'TUJUII

XEDELAPAN*

b. menenlukan at^h kebijakan penyelenSSaraan proSranl

pembangunan kesehatan reprcduksi, strate8i pembangunan

kependudukan dan Sender.

Tim Koordinasi lnternal Bappenas bertugas:

a. menyusun jadwal dan rencaru kerja kegiatan Tim Pengarah dan

Tim Koordinasi Lintas s€ktor;

b. menentukan arah kebijaksanaan penyelenSSaraan program

pembanSunan kesehatan rcproduksi, strategi pembangunan

kependudukan, dan gender;

c. nrelaporkan hasil pelaksanaan keSiatan kepada Menteri

Perencanaan Penlbangunan Nasional/Kepala Badan Perencalaan

PcnlbanSunar Nasional melalui PenanggunS Jawab KeSiatan'

Tift Koordinasi Lintas S€ktor bertugas :

a. menjabarkan arah kebijaksanaan yafl8 ditetapkan Tim Pen8arah

l\rsat:
b. menrbetikan masukan aspek tekrds kepada hogramtue Com@nent

Manager (PCM\ dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan

pI!8ram;
c. menyelaraskan hubungan antar program;

d. memantau pelaksanaan program di daerah;

e. men)'usuh dan nlenyarflpaikan lapolan secara teralur menSerai

pelaksanaan tugasnya kepada Tim PenSarah'

Se8ala biaya yang diperlukan dalam ranSka pelaksanaan tugas Tim

UNTPA dibebankan Pcda AnSSaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian PPN/BappenasTahun AnSSaran 2010'

Keputusah ini berlaku seiak tanSSal ditetapkan.

DitetaPkan di Jakada
Pad^ l^n3J:al 26 Jantt ti?Olo

I
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MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
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KT]PALA BADAN PERENCANAAN GUNAN NASIONAL,

l/ /

h

.{r.l--

1. DirekturJenderal An8Saran, Kenenterian Keuangan;

2. Dir€kturJendeml Perbendaharaan,KementerianKeuangan;

3. Inspektur Utama, BaPpenas;

4. Kepala Biro Pei€ncanaan, Organisasi, dan Tata I-akMna, Bappenas;

5. Kepala Biro Hukum' BapPenas;

6. Pejabat

ARMIDA S. ALISJAIIBANA
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6

7

Pejabat lcmbuat (PPK) Deputi BidanS Sumber Daya Manusia dar Kebudayaan'

Bappenas;
Yang bersanSkutan.



LAMPIRAN
KXPUTUSAN MENTERI PPN/KEPAI.A. BAPPENAS

NOMOR KXP. 11 /M.PPN/HK./o1/2010
TANGGAI, 26 JANUARI 2O1O

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT

PENGELOLAAN KOORDINASI PROGRAM (NRJASAMA PEMERINIAH RI DAN IINTPA

SIKLUS KE .7 (PERIODE 2006-20IO) PELAKSANAAN TAHUN 201O

PENANGGUNG IAWAB : Seketaris Menteri N*c8ara PPN/Sektetaris Utama Bappenal

TIM PENGA.RAH PUSAT

A. Ketua Deputi Bidang Sumber Daya Man.rsia dan Keb.u.dayaen,

Kementeriah PPN/BaPpenas.

Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dafl

Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat,

Kementerian Kesehatan;

2. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kemeflteriafl

Pemberdayaan PeremPuafl ;

3. Deputi BidanS Informasi KeluarSa dan Pemaduan

Kebijakan Program, Badan Koordinasi KeluarSa

Berencana Nasional;

4. Depoti Bidan8 Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik'

B. Sekretaris

C. AngSota

6.Inspekiur

TIM TEKNIS ruSAT

I. KOORDINASI INTERNAL BAMNAS

A. Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan

PerlindunSan Anak, Kemei'lterian PPN/Bappenas'

B. An8Sota : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kemerteriafl

PPN/BaPPeflas;

2. Kepala Biro Per€ncanaan, organisasi dan Tata taksana'

Kementerian PPN/BaPPenas;

3. Direktu Alokasi Perrdafia ^ lemba[8unafl'

Kemellterian PPN/BaPPenas;

4. Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan'

Kementerian PPN/BaPPenas;

5 lnq)ektur Bidafl8 Administrasi Umum' Kementerian

PPN /Bappenas;


